sil penjualan SUN dalam valuta asing dengan
cara Private Placement yang dilakukan oleh
Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar
dinyatakan gagal.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai beriaku

pada tanggal 31 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO
tid.
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

{BN)

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN REFUND

KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
{(Peraturan D_irektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2015,
tanggal 4 Agustus 2015}

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 11 ayat {2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pe-
nyediaan dan Pengembalian Dana {Refund) Kepa-
da Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri,
ketentuan teknis mengenai perlakuan akuntansi
terkait pencatatan Refund telah diatur dalam Per-
aturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-45/PB/2014 tentang Perlakuan Akuntansi
Terkait Pencatatan Refund;

bahwa dalam rangka implementasi sistem akun-
tansi berbasis akrual, perlu mengatur kembali per-
lakuan akuntansi terkait pencatatan Refund;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-:

tapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaha-
raan tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pen-
catatan Refund Kepada Pemberi Pinjaman dan/
atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat :
1.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten-
tang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 ten-
tang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri
dan Penerimaan Hibah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5202); ,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.
05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapo-
ran Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri’ Keuangan Nomor 214/PMK.
05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.
05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah
pada Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.
05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerin-
tah Pusat; ‘

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.
05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapo-
ran Penerusan Pinjaman;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.
05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapo-
ran Keuangan Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nemor 266/PMK.
05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapo-
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ran Transaksi Khusus; '

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/
PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akun-
tansi Pemerintahan Berbasis Akrual;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.
05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapo-
ran Keuangan Hibah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.
05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman
dan/ atau Hibah Luar Negeri;

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No-
mor Per 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyu-
sunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHA-
RAAN TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT
PENCATATAN REFUND KEPADA PEMBERI PINJA-
MAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal |
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang di-
maksud dengan: ° '

1. Refund adalah kewajiban Pemerintah untuk
mengembalikan penarikan dana PHLN, terma-
suk akibat penarikan dana PHLN yang dilakukan
dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai
dari PHLN kepada Pemberi PHLN.

2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selan-
jutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau
hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Neg-
eri dan Penerimaan Hibah.

3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah
kreditor/donor yang memberikan pinjaman dan/
atau pihak yang memberikan hibah kepada
Pemerintah yang berasal dari luar negeri.

4. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis men-
genai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah

53

10.

11.

12.

13.

dengan Pemberi PHLN.

Pengeluaran Ineligible adalah pengeluaran APBN
untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN yang
dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Per-
janjian PHLN.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjut-
nya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang digunakan sebagai acuan peng-
guna anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan peng-
gunaan anggaran kementerian negara/lembaga
{K/LY:

Kuasa Pengguna Anggaran yang seianjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian ke-
wenangan dan tanggung jawab penggunaan ang-
garan pada K/L vang bersangkutan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dis-
ingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pejahat penanda tangan SPM untuk mencair-
kan dana yang bersumber dari DIPA.

SPM Rekening Khusus adalah SPM dengan sum-
ber dana DIFA atau dokumen lain yang dipersa-
makan yang bersumber dari PHLN dengan cara
penarikan rekening khusus.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SPD adalah surat perintah yang diter-
bitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran
atas beban APBN berdasarkan SPM.

Letter of Credit yang selanjutnya disingkat L/C
adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C {issu-
ing bank) yang bertindak atas permintaan pemo-
hon (applicant) atau atas namanya sendiri un-
tuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga
atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang
ditunjuk oleh beneflciary/supplier) sepanjang me-
menuhi persyaratan L/C.

Pembayaran Langsung (Direct Payment) yang
selanjutnya disingkat PL adalah penarikan dana
yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas
permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan
aplikasi penarikan dana (withdrawal application)
kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung
kepada rekanan/pihak yang dituju.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rekening Khusus (Special Account) yang selan-
jutnya disebut Reksus adalah rekening Pemerin-
tah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank
Indonesia (Bl) atau bank yang ditunjuk untuk me-
nampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat
dipulihkan saldonya (revolving) seielah dipertang-

.gungjawabkan kepada Pemberi PHLN.

Closing Date adalah batas akhir waktu untuk pen-
cairan dana PHLN melalui penerbitan SP2D oleh
KPPN.

Closing Account adalah batas akhir Waktu un-
tuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan
kembali penggantiannya kepada Pemberi PHLN
atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh
Pemerintah.

Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang
selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penge-
lolaan Utang yang memuat informasi mengenai
pencairan PHLN dan informasi penganggaran.
Notice of Disbursement atau dokumen yang di-
persamakan yang selanjutnya disingkat NoD
adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Pem-
beri PHLN telah melakukan pencairan PHLN atau
menerima Refund, yang antara lain memuat in-
formasi mengenai PHLN, nama kegiatan, jumlah
uang, cara penarikan, dan tanggal transaksi yang
digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan
penerimaan pembiayaan dan /atau pendapatan
hibah.

Notice of Disbursement (NoD) Negatif adalah do-
kumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN
telah menerima Refund sebagai dokumen sumber
pencatatan untuk mengurangi penerimaan pembi-
ayaan/pendapatan hibah atau koreksi SiLPA.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disebut Rekening KUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar selu-
ruh pengeluaran negara.

Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya
disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening
giro yang distandardisasi oleh Bl untuk memind-
ahbukukan dana atas beban Reksus ke Rekening

.KUN atau rekening yang dituju.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjut-
nya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara re-

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29.

30.

alisasi pendapatan dan laporan realisasi anggaran
dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan dalam APBN selama satu periode
pelaperan.

Surat Perintah Pembukuan /Pengesahan yang
selanjutnya disingkat SPS adalah surat perintah
yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN,
yvang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/
SP2D, kepada Bl dan satuan kerja untuk dibu-
kukan/disahkan sebagai penerimaan dan penge-
luaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN
melalui tata cara PL dan/atau L/C.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya dis-
ingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas un-
tuk melaksanakan fungsi bendahara umum Nega-
ra.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selan-
jutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang
memperoleh kewenangan untuk dan atas nama
BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening
KKas Umum Negara.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung-
jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN
berupa laporan realisasi anggaran, neraca, lapo-
ran arus kas, laporan operasional, laporan pe-
rubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Ang-
garan Lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya
disingkat LRA adalah laporan yang menyajikanin-
forrnasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing diper-
bandingkan dengan anggarannya dalam satu peri-
ode.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat
LAK adalah laporan yang menyajikan informasi
arus masuk dan keluar kas selama periode ter-
tentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi\, pendanaan, dan transitoris. .
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat
LO adalah laporan yang menyajikan informasi
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan peny-
elenggaraan pemerintah dalam satu periode pel-
aporan. '
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya dis-
ingkat LPE adalah laporan yang menyajikan infor-
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34.

258

(1)

(2}

(3)

bl

31.

32.

masi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pel-
aporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang,
dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disebut CalLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan
laporan arus kas, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Sal-
do Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan
yang memadai.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kua-
sa BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya dise-
but UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi yang
melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan
keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat.
UAKBUN-Daerah/KPPN adalah unit akuntansi
Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi
dan pelaporan keuangan BUN tingkat daerah/
KPPN.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker
(satuan kerja) termasuk UAKPA Dekonsentrasi/
Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini

mengatur mengenai perlakuan akuntansi terkait

pencatatan Refund PHLN atas :

a. Pengeluaran Ineligible; dan

b. Penyelesaian Administratif.

Refund atas pengeluaran Ineligible sebagaimana

dimaksud dalam Pasal (1) huruf a meliputi :

a. Refund atas pengeluaran Ineligible terhadap
PHLN yang ditarik melalui tata cara Reksus;
dan

b. Refund atas PHLN vyang ditarik melalui tata
cara PL dan L/C.

Refund atas penyelesaian administratif seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal (1} huruf b meli-

puti :

a. Refund atas penyelesaian PHLN yang terlanjur
ditarik namun terjadi pembatafan atau termi-
nasi kontrak pengadaan barang/jasa dan/atau
terjadi kelebihan penarikan dan/ atau penyele-
saian atas denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan; dan

b. Refimd untuk penyelesaian administratif atas
saldo dama di Reksus setelah Closing Ac-
count.

BAB I

PERLAKUAN AKUNTANS| TERKAIT PENCATATAN

(m

{2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

REFUND ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE

MELALUI REKSUS

Pasal 3

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit.PKN)
menyampaikan dokumen permintaan Refund
dari Pemberi PHLN kepada Kementerian Negara/
Lembaga (K/L} atas pengeluaran Ineligible melalui
Reksus yang merupakan tanggung jawab K/L;
Berdasarkan dokumen permintaan Refund seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dis-
epakati, K/L memroses penyelesaian Refund yang
disebabkan pengeluaran Ineligible atas PHLN
yang ditarik melalui tata cara Reksus.
Dalam rangka penyelesaian Refund sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, K/L mengalokasikan ang-
garan Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN
dalam DIPA/Revisi DIPA dan mengajukan SPM
Belanja dalam rangka Refund Dana PHLN ke Kan-
tor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam
rangka Refund Dana PHLN untuk untung Reken-
ing KUN.
Dit. PKN selaku Kuasa BUN Pusat mencatat pe-
nerimaan dana SP2D sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) di Rekening KUN sebagar Pendapa-
tan dalam Rangka Refund Dana PHLN.
K/L menyampaikan pemberitahuan tentang pelak-
sanaan pembayaran dalam rangka Refund kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN)
dengan melampirkan copy SPM dan SP2D seb-
agaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 4
Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4},
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(3)

c. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak
Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar
Negeri (negatif} berdasarkan dan sebesar ni-
lai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam WPR, nota debet, dan
rekening koran dalam hal Refund dilakukan
atas Pinjaman Luar Negeri;

d. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak
Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar
Negeri {negatif) berdasarkan dan sebesar ni-
lai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam WPR, nota debet, dan
rekening koran dalam hal Refund dilakukan
atas Hibah Luar Negeri;

e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d di dalam LAK dan Neraca KUN;
dan

f. Mengungkapkan penyajian transaksi seb-
agaimana dimaksud pada huruf e di dalam
CalK.

Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat

Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit.EAS) se-

laku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang

pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola

Hibah:

a. Mencatat Pinjaman dalam rangka Rekening
Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (nega-
tif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran
ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di
dalam WPR, nota debet, dan rekening koran
dalam hal Refund dilakukan atas Pinjaman
Luar Negeri;

b. Mencatat Pendapatan Hibah dalam Reken-
ing Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (nega-
tif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran
ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di
dalam WPR, nota debet, dan rekening koran
dalam hal Refund dilakukan atas Hibah Luar
Negeri;

c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada hur-
uf a dan huruf b merupakan pencatatan se-
mentara sebelum diterimanya NoD Negatif;
dan

d. Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan
NoD Negatif belum diterima, DJPPR cq. Dit.

(1

(2}

(3)

{4)

EAS menyajikan pencatatan sebagaimana di-
maksud pada huruf a dan huruf b di dalam
Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka
Pendek serta mengungkapkan secara mema-
dai di dalam CaLK.

Pasal 6
Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana
Refund dengan menerbitkan dan menyampaikan
NoD Negatif kepada DJ PPR dengan tembusan

Ditjen PBN.

Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pin-
jaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR cq. Dit.

EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan

utang pemerintah pusat:

a. Mengelimasi catatan Pinjaman dalam Rangka
Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar
Negeri {(negatif);

b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiay-
aan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran
ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di
dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi
atas pinjaman luar negeri tahun anggaran ber-
jalan;

c. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman
luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai pen-
jabaran ke dalam rupiah atas nilai yang ter-
cantum di dalam NoD Negatif;

d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-

na dimaksud pada huruf b di dalam LRA;

e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a dan huruf ¢ di
dalam Nerdca; dan

f. Mengungkapkan penyajian transaksi seb-
agaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e
di dalam CalLK.

Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)}, DJPPR.menerbitkan SP4HLN dan

menyampaikan kepada Ditjen PBN cq. Dit. PKN.

Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pin-

jaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif dan

SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3},

Ditjen PBN cq. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:

a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak
Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar
Negeri (negatif);

b. Mencatat pengémbalian penerimaan pembiay-




{5)

PENGUMU

aan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran
ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di
dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi
atas pinjaman luar negeri tahun anggaran ber-
jalan;

MAN/PERATURAN PEMERINTAH

Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai
penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal
Refund terjadi atas Pendapatan Hibah Luar
Negeri tahun anggaran berjalan;

Melakukan koreksi SiLPA berdasarkan dan

c. Melakukan koreksi SiLPA berdasarkan dan
sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas
nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif
dalam hal Refund terjadi atas pinjaman luar dalam hal Refund terjadi atas Pendapatan
negeri tahun anggaran yang lalu; Hibah Luar Negeri tahun anggaran yang lalu;
d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima- . Menyajikan pencatatan transaksi seb-
na dimaksud pada huruf a dan huruf b di agaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dalam LAK; - dan huruf ¢ di dalam LAK dan Neraca KUN
e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima- serta mengungkapkan secara memadai di
na dimaksud pada huruf ¢ di dalam LAK dan dalam CalLK;
Neraca KUN; dan ' Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
f. Mengungkapkan penyajian transaksi seb- na dimaksud pada huruf a dan huruf b di

agaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e
di dalam CalLK.

Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan
hibah luar negeri, berdasarkan transaksi seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR cq. Dit.
EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:

a.

Mengeliminasi catatan - Pendapatan Hibah

. Mengungkapkan penyajian transaksi

dalam LAK;

Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf ¢ di dalam LAK dan
Neraca KUN; dan

seb-
agaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f
di dalam CalLK.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data NoD se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan WPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1)
huruf ¢, DJPPR dan Ditjen PBN melakukan pen-
cocokan dan penelitian data.

dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar  (7)
Negeri (negatif);

b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah
Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai
penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal
Refund terjadi atas realisasi pendapatan hibah
luar negeri tahun anggaran berjalan;

¢. Menyajikan pencatatan ‘transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;

d. Menvyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf b di dalam LRA dan
LO; dan

e. Mengungkapkan penyajian transaksi

BAB Il
PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN
REFUND PHLN ATAS PENGELUARAN INELIGIBLE
TERHADAP PHLN YANG DITARIK MELALUI TATA
CARA PL DAN L/C SERTA PENYELESAIAN PHLN
YANG TERLANJ UR DITARIK NAMUN TERJADI
PEMBATALAN ATAU TERMINASI KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA DAN/ATAU TERJADI
KELEBIHAN PENARIKAN DAN/ATAU
PENYELESAIAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN

seb-
agaimana dimaksud pada huruf ¢ dan huruf d
di dalam CalLK.
{6} Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan
hibah luar negeri, berdasarkan NoD Negatif dan
Bagian KKesatu
Refund PHLN atas Pengeluaran Ineligible terhadap
PHLN yang Ditarik melalui Tata Cara PL dan L/C
serta Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik
namun Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan

SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

- Ditjen PBN cq. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:

a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak
Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar
Negeri (negatif};

b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah
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Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Menjadi

(1

{2)

(3)

(4)

(5)

(1}

Tanggung Jawab Kementerian Negara/Lembaga
Pasal 7

Dit. PKN menyampaikan dokumen permintaan
Refund dari Pemberi PHLN atas pengeluaran Ineli-
gible melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyele-
saian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi
Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan Penari-
kan dan/atau Penyelesaian atas Denda Keterlam-
batan Penyelesaian Pekerjaan yang merupakan
tanggung jawab K/L kepada K/L.
Berdasarkan dokumen permintaan Refund se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
disepakati, K/L memproses penyelesaian Refund
atas pengeluaran Ineligible terhadap PHLN yang
Ditarik melalui Tata Cara PL dan L/C serta peny-
elesaian PHLN yang terlanjur ditarik namun terjadi
pembatalan atau terminasi kontrak pengadaan
barang/jasa dan/atau terjadi kelebihan penarikan
dan/atau penyelesaian atas denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab K/L.
Dalam rangka penyelesaian transaksi Refilnd se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2), K/L menga-
lokasikan anggaran Belanja dalam rangka Refund
Dana PHLN dalam DIPA/Revisi DIPA dan men-
gajukan SPM Belanja dalam rangka Refund Dana
PHLN ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah den-
gan nilai valuta dan nilai nominal yang sama den-
gan permintaan Refund.
Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam
rangka Refimd Dana PHLN untuk untung Pemberi
PHLN.
K/L menyampaikan pemberitahuan tentang pelak-
sanaan pémbayaran dalam rangka Refund kepada
Ditjen PBN dan DJPPR dengan melampirkan copy
SPM dan SP2D sebagaimana dlmaksud ayat (3)
dan ayat (4).

Pasal 8
Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4), UAKPA pada K/L:
a. Mencatat allotment Belanja dalam rangka Re-
fund Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum
dalam DIPA/Revisi DiPA;

{2)

(1)

(2)

b. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka Re-
fund Dana PHLN pada saat terbit SP2D sebe-
sar nilai yang tercantum dalam SPM:

c. Mencatat Beban dalam rangka Refund Dana
PHLN sebesar nilai nominal yang tertera dalam
deokumen SPM;

d. Melakukan koreksi nilai aset yang terbentuk
dari PHLN dalam hal penyelesaian Refund di-
maksud mempengaruhi nilai perolehan aset;

e. Koreksi nilai aset sebagaimana dimaksud pada
huruf d dilaksanakan mengacu pada ketentu-
an yang mengatur mengenai pengelolaan ba-
rang milik negara;

f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a dan huruf b di
dalam LRA;

g. Menyajikan pencatatan transaksi sebagalma-
na dimaksud pada huruf ¢ di dalam LO;

h. Menyaiikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf d di dalam LPE dan
Neraca;

i. Mengungkapkan penyajian transaksi -
agaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan
huruf h di dalam CalLK; dan

i Mengungkapkan permintaan Refund dan pe-
nyelesaiannya di dalam CalLK.

Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3} dan ayat (4), KPPN Khu-

sus Pinjaman dan Hibah selaku UAKBUN-Daerah:

a. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka Re-
fund Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum
dalam SPM pada saat terbit SP2D;

b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a di dalam LRA, LAK,
dan Neraca KUN; dan

¢c. Mengungkapkan penyajian transaksi seb-
agaimana dimaksud pada huruf b di dalam
CalLK.

seb-

Pasal 9

Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana
Refund dengan menerbitkan dan menyampaikan
NoD Negatif kepada DJ PPR dengan tembusan
Ditjen PBN.

Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pin-
jaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q.
Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntan-
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{3}

(4)

sikan utang Pemerintah:

“a. Mengelimasi catatan Pinjaman dalam Rangka

Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar
Negeri {negatif);

b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiay-

aan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran
_ ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di
dalam NoD Negatif;

c. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman
luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai pen-
jabaran ke dalam rupiah atas nilai yang ter-
cantum di dalam NoD Negatif;

d. Menvyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf b di dalam LRA;

e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a dan huruf ¢ di
dalam Neraca; dan '

f. Mengungkapkan penyajian seb-
agaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e
di dalam CalK.

Dalam hal Refimd dilakukan atas penerimaan

hibah luar negeri, berdasarkan transaksi seb-

agaimana dimaksud pada' ayat (1), DJPPR c.q.

Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:

a. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah
Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai
yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam
hal Refund terjadi atas realisasi Pendapatan
Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjaian;

b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a di dalam LRA dan
LO; dan '

c. Mengungkapkan penvajian transaksi seb-
agaimana dimaksud pada huruf b di-dalam
CalK. .

Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud

pada ayat {1), DJPPR menerbitkan dan menyam-

paikan SPAHLN dilampiri copy NoD kepada Ditjen

PBN cg. Dit. PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan

Hibah.

transaksi

Bagian Kedua

Refund PHLN atas Pengeluaran Inetigible terhadap
PHLN yang Ditarik melalui Tata Cara PLdan L/C serta
Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun

Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan

Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda

{1

(2)

(1}

{2)

(3)

(2}

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang
Menjadi Tanggung Jawab
PEMDA/BUMN/BUMD/Pihak
Ketiga
Pasal 10

Dit. PKN menyampaikan dokumen permintaan
Refund dari Pemberi PHLN atas pengeluaran Ineli-
gible melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyele-
saian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi
Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan Penarikan
dan/atau Penyelesaian atas Denda Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan yangmerupakan tang-
gung jawab Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/
Pihak Ketiga kepada K/L.

‘Berdasarkan dokumen permintaan Refund seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1), K/L menyam-
paikan pemberitahuan permintaan Refund kepada
Pemerintah Daerah/BUMN /BUMD/Pihak Ketiga.

Pasal 11
Berdasarkan pemberitahuan permintaan Refund
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2},
Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga
melakukan transfer dana Refund ke rekening
Pemberi PHLN.
Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga
menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksa-
naan pembayaran dalam rangka Refund kepada
K/L, Ditjen PBN, dan DJ PPR dengan melampirkan
bukti transfer dana Refund sebagaimana dimak-
sud ayat (1).
K/L mengungkapkan secara memadai informasi
mengenai permintaan Refund dan penyelesaian-
nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
ayat (2) secara memadai di dalam CalLK.

Pasal 12

Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana
Refund sebagaimana dimaksud dalam Pasal ||
ayat {2) dengan menerbitkan dan menyampaikan
NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan
Ditjen PBN.

Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), DJPPR menerbitkan dan menyam-
paikan SP4HLN dilampiri copy NoD kepada:

a. Ditjen PBN c.g. Dit. PKN dan KPPN Khusus

Pinjaman dan Hibah;




(3)

(5)
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b. Ditjen PBN c.q. Direktorat SMI, dalam hal Re-
~ fund dilakukan atas PHLN yang diteruspinjam-
kan; atau . ‘ '

¢. DJPK cg. Direktorat Pembiayaan dan Kapasi-
tas Daerah, dalam hal Refiind dilakukan atas
PHLN yang diterushibahkan.

Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan

pinjaman luar negeri, DJPPR cq. Dit. EAS se-

laku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang
pemerintah pusat:

a. Mencatat pengembalian penerimaan pembiay-
aan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran
ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di
dalam NoD Negatif;

b. Mencatat pengurangan saldo utang/ pinjaman
luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai pen-
jabaran ke dalam rupiah atas nilai yang ter-
cantum di dalam NoD Negatif;

c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a di dalam LRA;

d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf b di dalam Neraca;
dan '

e. Mengungkapkan penyajian transaksi seb-
agaimana dimaksud pada huruf ¢ dan d di
dalam CalLK.

Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan

hibah luar negeri, DJPPR cq. Dit. EAS selaku

UAKPA BUN Pengelola Hibah:

a. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah

Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai

penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal
Refund terjadi atas realisasi Pendapatan Hibah
Luar Negeri tahun anggara berjalan;

b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a di dalam LRA dan
LO; dan

¢. Mengungkapkan penyajian transaksi
agaimana dimaksud pada huruf b di dalam
CalK.

Dalam hal Refilnd dilakukan atas PHLN yang diter-

uspinjamkan sebagaimana dimaksud pada avat

{2} huruf b, Ditien PBN cq. Direktorat SMI selaku

UAKPA BUN yang mengakuntansikan penerusan

pinjaman:

a. Mencatat pengurangan saldo Piutang Peneru-
san Pinjaman berdasarkan dan sebesar nilai

seb-

{6)

(1)

(2)

penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam NoD Negatif dan SP4HLN;
b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;
dan
c. Mengungkapkan penyajian transaksi seb-
agaimana dimaksud ‘pada huruf b di dalam
CalLK.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data anta-
ra bukti transfer dengan NoD, K/L, DJPPR, dan
Ditjen PBN melakukan pencocokan dan penelitian
data.
Pasal 13
Dalam hal, transaksi Refund sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 8 ayat {1) mempengaruhi penya-
jian nilai aset pada K/L, Satker terkait pada K/L
selaku UAKPA melakukan koreksi nilai aset yang
diperoleh dari sumber dana PHLN.
Koreksi nilai aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan mengacu pada ketentuan
yang mengatur mengenai pengelolaan barang mi-
lik negara.

BAB IV
PERLAKUAN AKUNTANSI| TERKAIT

PENCATATAN REFUND UNTUK PENYELESAIAN

(2)

(3)

(4)

ADMINISTRATIF ATAS SALDC DANA

DI REKSUS SETELAH CLOSING ACCOUNT
Pasal 14

Berdasarkan permintaan Refund dari Pemberi
PHLN, Ditjen PBN c.q. Dit. PKN selaku pengelola
Reksus menerbitkan surat dalam rangka Refund
kepada Bank Indonesia atas beban Reksus yang
disertai WPR yang menginformasikan nama dan
nomar rekening, swift code, dan referensi reken-
ing Pemberi PHLN.
Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan dan me-
nyampaikan advis debit kredit beserta laporan
rekening koran Reksus kepada Ditjen PBN.
Ditjen PBN memberitahukan pelaksanaan Refund
kepada DJPPR dengan melampirkan copy advis
debit kredit dan laporan rekening koran Reksus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud

i

pada ayat (2}, Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
a. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak
Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar
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(5)

Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar ni-
lai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam advis debit kredit dan
laporan rekening koran dari Bank Indonesia
dalam hal Refund dilakukan atas Pinjaman
Luar Negeri:

b. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak
Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar
Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar ni-
lai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam advis debit kredit dan
laporan rekening koran dari Bank Indonesia
dalam hal Refimd dilakukan atas Hibah Luar
Negeri;

c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a dan huruf b di
dalam LAK dan Neraca KUN; dan

d. Mengungkapkan penyajian seb-
agaimana dimaksud pada huruf ¢ di dalam
CalLK.

Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud

pada ayat {3}, DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA

BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah

pusat:

a. Mencatat Pinjaman dalam Rangka Rekening
Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri {(nega-
tif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran
ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di
dalam advis debit kredit dan laporan rekening
koran dari Bank Indonesia dalam hal Refund
dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;

b. Mencatat Pendapatan Hibah dalam Rek-
ening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri
{negatif) berdasarkan dan sebesar nilai
penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
-tercantum di dalam advis debit kredit dan
laporan rekening koran dari Bank indonesia
dalam hal Reflnd dilakukan atas Hibah Luar
Negeri; )

c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada hur-
uf a dan huruf b merupakan pencatatan se-
mentara sebelum diterimanya NoD Negatif;
dan

d. Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan
NoD Negatif belum diterima, DJPPR c.q. Dit.
EAS selaku UAKPA BUN yang mengakun-
tansikan utang pemerintah pusat menyajikan
pencatatan sebagaimana dimaksud pada hur-

transaksi

{1}

(2)

{3)

(4)

uf a di dalam Neraca serta mengungkapkan
secara memadai di dalam CalLK.

Pasal 15

Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana

Refund dengan menerbitkan dan menyampaikan

NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan

Ditjen PBN.

Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pin-

jaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif seb-

agaimana dimaksud pada ayat {1} DJPPR c.q. Dit.

EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan

utang pemerintah pusat:

a. Mengelimasi catatan Pinjaman dalam Rangka
Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar
Negeri (negatif);

b. Mencatat pengembalian Penerimaan Pembiay-
aan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran
ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di
dalam NoD Negatif;

¢. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman
luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai pen-
jabaran ke dalam rupiah atas nilai yang ter-

- cantum di dalam NoD Negatif;

d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf b di dalam LRA;

e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a dan huruf e di
dalam Neraca; dan

f. Mengungkapkan penyajian transaksi
agaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e
di dalam Cal K.

Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), DJPPR menerbitkan dan menyam-

paikan SPA4HLN kepada Ditjen PBN ¢.q. Dit. PKN.

Dalam hal Refund dilakukan atas penerimaan pin-

jaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif dan

SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Ditjen PBN c.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:

a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak
Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar
Negeri (negatif);

b. Mencatat pengembalian Penerimaan Pembiay-
aan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran
ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di
dalam NoD Negatif dalam hal Refund terjadi
atas pinjaman luar negeri tahun anggaran ber-
jalan;

seb-
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c. Melakukan Koreksi SiLPA berdasarkan dan
sebesar nilai penjabaran ke datam rupiah atas
nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif
dalam hal Refund terjadi atas pinjaman luar
negeri tahun anggaran yang lalu;

d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-

na dimaksud pada huruf a dan huruf b di

dalam LAK.

e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf ¢ di dalam LAK dan
Neraca KUN; dan

f. Mengungkapkan penyajian transaksi seb-
agaimana dimaksud pada huruf d dan e di
dalam CalkK.

(56) Dalam hal Refund dilakukan atas Pendapatan
Hibah Luar Negeri, berdasarkan NoD Negatif seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1) DJPPR c.q. Dit.
EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:

a. Mengeliminasi catatan Pendapatan Hibah
dalarn Rekening Khusus Ditangguhkan Luar
Negeri (negatif};

b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah
Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai
penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal
Refund terjadi atas realisasi Pendapatan Hibah
Luar Negeri tahun anggaran berjalan;

¢. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;

d. Menyajikan bencatatan transaksi sebagaini-
ana dimaksud pada huruf b di dalam LRA dan
LO; dan

e. Mengungkapkan penyajian transaksi seb-

"~ agaimana dimaksud ﬁada huruf ¢ dan huruf d
di dalam CaLK.

{6) Dalarn hal Refund dilakukan atas Pendapatan
Hibah Luar Negeri, berdasarkan NoD Negatif dan
SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Ditjen PBN ¢.q. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak

Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar
Negeri {negatif});

b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah
Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai
penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang
tercantum di dalam NoD Negatif dalam Re-
fund dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar
Negeri tahun anggaran berjalan;
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c. Mencatat koreksi SiLPA  berdasarkan dan
sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas
nilai yang tercantum di dalam NoD Nega-
tif dalam Refund dilakukan atas Pendapatan
Hibah Luar Negeri tahun anggaran yang lalu;
dan -

d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaima-
na dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf
¢ di dalam LAK dan Neraca KUN serta men-
gungkapkan secara memadi di dalam CaLK.

(7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Refund
yang telah dilaksanakan dengan NoD, DJPPR dan

Ditjen PBN melakukan pencocokan dan penelitian

data.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
Perlakuan akuntansi terkait pencatatan Re-
fund dilaksanakan sesuai Modul Perlakukan Akuntansi
terkait Pencatatan Refund Kepada Pemberi Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai
berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-45/PB/2014 tentang Perlakuan Akuntansi
Terkait Pencatatan Refund, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Direktuf Jenderal ini mulai berfaku
pada tanggal ditetapkan dan digunakan untuk pe-
nyusunan laporan keuangan mulai Tahun Anggaran
2015.

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 4 Agustus 2015
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
! tid.
MARWANTO HARJOWIRYONQ
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